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Received: 4 Mei 2023; Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok
Revised: 14 Mei 2023; masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum
Accepted: 20 Mei 2023, sangat diperlukan suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban,
Kata-kata kunci: kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar
Kepatuhan Hukum; sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan
Wujud kesadaran Hukum. sangat sulit dicapai. Metode yang saya gunakan adalah Metode Kualitatif. Upaya

untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya
sangat susah, karena culture yang ada di Indonesia sangat bermacam-macam dan
beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Agar
masyarakatdapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi
kehidupan bermasyarakat.Jadi upaya untuk mengubah culture yang ada di
masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan
terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan,
dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum,
budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik
dankesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat.

ABSTRACT

The Legal Compliance as a Form of Legal Awareness in the Loa Pari Village
Keywords: Community, East Kalimantan. Legal awareness is defined as the awareness of
Legal Compliance; a person or a group of people to the applicable rules or laws. Legal awareness is
Legal awareness. needed by a society. This is intended so that order, peace, tranquility, and justice

can be realized in the association between people. Without having high legal
awareness, this goal will be very difficult to achieve. The method | use is the
Qualitative Method. Efforts to change the culture that already exists in
Indonesian society are actually very difficult, because the culture in Indonesia is
very diverse and diverse, it is impossible to change it. So that people can
understand more about the importance of the law for social life. So efforts to
change the existing culture in society must begin with a more in-depth and
directed socialization of the community regarding the importance of law for life,
with more and more people who understand the importance of law, the culture of
our society will gradually change for the better and the legal awareness of
Indonesian society will increase.
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Pendahuluan

Manusia sebagai mahluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles) yang nyata dalam
kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai
kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu
sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan
antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat (Nugroho, 2020).

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk
merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh
segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan
dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih
menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan
orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin
kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara
pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang
dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah
berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-
ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah
yang dikehendaki (Gultom, 2023).

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan
pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung
tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar
masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun
hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh
masyarakat.

Metode

Metode penelitian adalah kualitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Loa Pari, Rt 01,
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan dua macam
triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dilakukan dengan Internet searching merupakan
teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana
segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya.Kedua, triangulasi teknik pengumpulan data
dengan wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal
yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki
kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang
diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan uraian di atas maka untuk artikel ini penulis ada mengemukakan permasalahan
yaitu, “Bagaimana Kesadaran Hukum Dapat Menjadi Wujud Kepatuhan Hukum di Masyarakat”.
Setelah melakukan wawancara dengan teknik terarah (guided interview) bersama Bapak Ketua Rt 01,
Desa Loa Pari dan salah satu waraga Rt 01, Desa Loa Pari tersebut. Dapat disimpulkan penelitian ini
membahas mengenai tentang ada atau tidak adanya kesadaran mentaati hukum di lingkungan
masyarakat sekitar, serta mengetahui contoh kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, mengetahui
masih ada atau tidak masyarakat yang kurang memiliki rasa kesadaran mentaati hukum, keudian cara
menumbuhkan kesadaran akan ketaatan hukum.
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Menurut narasumber 1. Ketua RT 01 yaitu (Bapak Eko Heriyanta) , Pendapat dari beliau yang
pertama tentang ada atau tidak adanya kesadaran mentaati hukum menurut beliau kurang lebih 90%
warga di sekitar sudah memiliki rasa akan mentaati hukum, pendapat yang kedua adalah beberapa
contoh mentaati hukum yaitu, gotong royong/kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, ronda
malam, pendapat yang ketiga cara menunbuhkan rasa kesadaran hukum, menurut beliau ada tiga cara
yaitu, pendidikan atau edukasi tentang kesadaran taat hukum, yang kedua keteladanan yang diberikan
kepada masyarakat sekitar, yang terakhir sanksi diberikan apabila terjadi pelanggaran.

Menurut narasumber 2. Masyarakat di lingkungan sekitar RT 01 yaitu (lbu Dwi Andia
Rahmadani), beliau sedikit memberikan pedapatnya tentang masih ada saja sebagian warga yang masih
belum memiliki kesadaran akan mentaati hukum. Contohnya antara lain, tidak ikut berpartisipasi dalam
kegiatan sosial dimasyarakat seperti gotong royong atau ronda, mencuri, membuang sampah
sembarangan, padahal dari pihak desa di setiap RT sudah disedikan tempat pembuangan sampah.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah
laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara
mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3
UUD 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di
Indonesia.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya dengan sektor hukum
merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial
dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan
sosial terhadap sektor hukum sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu
perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan
salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa
masyarakat.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan
keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan
berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi
untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan
oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum,
abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Yaitu :
(1) Fungsi Menfasilitasi Dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga
tercapai suatu ketertiban. (2) Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat
bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. (3) Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk
menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
(4) Fungsi Reflektif Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga
mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain : (1) Fungsi
mengatur (Govermence). (2) Fungsi Distribusi Sumber Daya. (4) Fungsi safeguart terhadap ekspektasi
masyarakat. (5) Fungsi penyelesaian konflik. (6) Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam
masyarakat. Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : (1)
Fungsi Integrasi Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap ( mutual expectation ) dari
masyarakat. (2) Fungsi Petrifikasi Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku
manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. (3) Fungsi Reduksi Yakni bagaimana hukum
menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuali
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke
pembuatan putusan-putusan tertentu. (4) Fungsi Memotivasi Yakni hukum mengatur agar manusia
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dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. (5) Fungsi Edukasi Yakni
hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan
sosialisasi.

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai
hipotesis sebagai berikut : (1) Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dengan
sistem sosial dan ekonomi masyarakat. (2) Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh
berbagai sub kultur dalam masyarakat. Misalnya, hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh
mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya. (3)
Hukum tertulis dapat ditafsrkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masayarakat
yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya
golongan tua lebih menghormati hukum daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih
sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja. (4) Faktor prosedur formal dan framework yang
bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum
substantif. (5) Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis, tidak berarti
bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

Dalam suatu sistem bahwa antara hukum, kekuasaan dan politik sangat erat kaitannya serta
studi tentang hubungan antara komponen hukum, kekuasaan dan politik juga merupakan bidang yang
mendapat bagian dari sosiaologi hukum. Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan
sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja
sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan
masyarakat yang mengubah hukum.

Sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut : (1)
Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat. (2) Kebutuhan dadakan
dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan
distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan. (3) Atas inisiatif
dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit
mempengaruhi pemandangan dan cara hidup masyarakat. (4) Ada ketidakadilan secara teknikal hukum
yang meminta diubahnya hukum tersebut. (5) Ada ketidak konsistenan dalam tubuh hukum yang juga
meminta perubahan terhadap hukum tersebut. (6) Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang
memunculkan bentukan baru untuk membuktikan suatu fakta.

Pembentukan Sadar Hukum di Masyarakat Desa. Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota
masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk
meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan apparat pemerintahan desa. Tujuan dari
pembinaan Desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum
merupakan keluaran (output) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat
optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum. Dengan dipahaminya
hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat menjadi menghargai hukum. Tahap
memahami hukum menjadi menghargai hukum dapat terjadi apabila dalam proses memahami tersebut
warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam
masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas
hukum yang sesungguhnya diperlukan.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang
sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi
pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa
dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita
akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga
pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran
dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku
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sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak
dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan
peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Menurut Prof.Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang
secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu : (1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan
seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang
dilarang dan apa yang diperbolehkan. (2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang
dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari
peraturan tersebut. (3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau
menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi
kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. (4) Perilaku
hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu
aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah pengakuan terhadap
ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam
norma hukum. Artinya, ada beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada di
dalam hukum. Namun, hal ini belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut.
Adakalanya memang masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk
mematuhi hukum. Dan juga biasanya mereka lebih sadar terhadap hukum yang berlaku. Untuk hukum
kelautan juga harus memperhatikan batas wilayah laut Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penghargaan terhadap
ketentuan hukum. Pengertian ini mengandung bahwa sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan
dari masyarakat yang dilarang oleh hukum. Selain itu, juga dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan
pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Bisa jadi sangat dimungkinkan masyarakat dapat
menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlak. Hal itu sesuai dengan kepentingan
masyarakat yang sudah terjamin pemenuhannya. Hal itu dilakukan untuk perkembangan wilayah
Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penataan terhadap ketentuan
hukum. Prinsip utama dari tugas hukum itu sendiri adalah untuk mengatur segala kepentingan warga
masyarakat. Pada dasarnya kepentingan itu terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di
dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya hal itu akan merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka
lakukan yakni baik atau buruknya kepentingan itu sendiri.

Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaan masyarakat
terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan
dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan
adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.
Meskipun dengan keberadaan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia.

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilia-nilia,
pendangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.”Ketika seseorang
melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini
tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah,” tegasnya.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; (1) Kaidah Hukum.
Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang
masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. (2) Masyarakat. merasa hukum di Indonesia
masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. (3) Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat
dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah
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ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar
hukum.

Cara Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat. Tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara
utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk
hukuman jika melanggar hukum, dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Jadi hukum harus
ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan

Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima
hukum, harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk
menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu ke sekolah dan baru
kemudian ke masyarakat secara luas. Kampanye. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk
pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka
melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa
memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri.

Keteladanan, menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat.
Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin
atau aparatur penegak hukumnya sendiri. Sebagai contoh ketika ada larangan untuk merokok di ruang
ber AC, maka jajaran pimpinan dan pihak kompeten harus memberikan keteladanan agar masyarakat
bisa mengikutinya. Karena dalam banyak hal perilaku masyarakat itu mencontoh apa yang dilakukan
oleh tokoh / orang yang menjadi panutan.

Simpulan

P Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban
dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap
manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau
perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya
penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung
tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan. Upaya untuk
mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakatindonesia sebenarnya sangat susah, karena culture
yang ada di indonesia itusangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin
untukmengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat indonesia yang sangatkurang
terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awalmasyarakat itu tidak mengerti akan
pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau sajatidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-
mana.Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau aparat
penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapatlebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada
masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi
kehidupan bermasyarakat. Jadi, upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harusdiawali
dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya
hukum bagi kehidupan.
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